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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR -24 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbai^ ; a.

T

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat 
(4) Pcraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 lentang Pcdoman Teknia Pcngelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah, Bupati mcnetapkan 
Remunerasi berdasarkan usulan yang disampaikan 
oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah-Satuan 
Keija Perangkai Daerah mclaJui Sekretaris Daerah; 
bahwa Pcraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 
2017 ten tang Si stem Remunerasi Pads Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Pandan Arang Kabupaten Boyolali sudah tidak scduai 
lagi dengan perkembangan keadaan dan tun tutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu 

disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hum/ a dan hum! b, perlu 
mcnetapkan Pcraturan Buped Boyolali ten tang Sistem 
Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang 

Kabupaten Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang’Undang.....
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2.

3.

4-

5.

6.

7.

8.

Undttng-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lcmbaran Negara Republik (ndonesie 
Tahun 2009 Nomor 153, Tam bah an Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang 
Pemerintahan Dtierah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Bcbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndai^ Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58. Taml^han Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor .'>679);
Peraturan Pemeriritah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan l^embaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);
Peraturan Dacrah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabu paten Boyolali (Lcmbaran
Daerah Kabupalen Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Boyolali 
Nomor 125);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
Peraturan Menlcri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan
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9. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hokum Oaerah 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 20IS 
Nomor 2036);

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 
ten tang Tata Kelola Rumah Sakii Umum Daerah 
Pandan Arang Kabupaten Boyolali Scbagai Satuan 
Kcrja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengdolaan 
Keuangan Bad an Layanan Umum Daerah (PPK- 
BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2010 Nomor 7);

11. Pcracuran Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 
ten tang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah 
Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 
Nomor 50);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOYOLAU TENTANG SISTEM 

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG 
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PasaJ 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen^ara 

pemerintahan daer^ yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintah an yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Layanan
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5.
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10.

11.

12.

13.

14.

Badan Layanan Urnum Daerah yang selanjutnya distngkat BLUD 

adaJah Satuan Keija Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Ketja 
Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pc layanan 
kepada maayarakat bcrupa pcnyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijuaJ tanpa mengutamakan mencah keuntungan dan dalam 

metakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktifltas.
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang yang adanjutnya 

disingkat RSUD Pandan Arang adaiah rumah sakit milik Pemerinlah 

Daerah yang dikelola dengan Pola Pcngelolaan Rcunngan Badan 
Layanan Umum Daerah.
Anggaran Pcndapalan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disir^kat 

APBD adaiah rencana keuangan tahunan pemerinlah daerah yang 

diaetujui oleh Dew an PerwakiJan Rakyat Daerah.
Dircklur RSUD Pandan Arang Kabupalcn Boyolali yang selanjutnya 
disebut Direklur adaiah pemimpin BLUD RSUD Pandan Arang- 

Remuncrasi adaiah imbalan kerja yang dapat berupa gaji. tunjangan 
tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan 

asuransi kesehatan dan kecenagakerjaan.
Pejabat Pengelola BLUD adaiah pimpinan BLUD yang bertanggung 

jawab Icrhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri alas Pemimpin, 
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan 
dengan nomenklatur yang berlaku pada Oi^anisasi dan Tata Kerja 
RSUD Pandan Arang.
Pegawai BLUD RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Pegawai 
RSUD Pandan Arang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non 

Pegawai Negeri Sipil di iingkungan RSUD Pandan Arang.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk mendudukijat>atan pemerintahan.
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Pandan Arang yang 

selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adaiah seseorang yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur, 
ditempatkan pada RSUD Pandan Arang, diserahi tugas tertentu. dan 

bcrslalus Pegawai Non PNS.
Ookter RSUD Pandan Arang terdiri dari dokter umum, dokter 
spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis 

yang merupakan pegawai RSUD Pandan Arang.
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas 
adaiah organ yang bertugas niclakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan RSUD Pandan Arang.

15. Tarif Pelayanan
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15. Tarif Pelayanan Kesehatan yang aelanjutnya dtsebut Tarif adaiah ntlai 
rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan 
p«layanan di rumah aakit yang dibebankan k(^pada pasien.

16. Gaji adaiah imbalan fmansial bermh yang diterima setiap bulan oleh 
pejabat pengelola BLUD dan pegawai RSUD Pan dan Arang.

17. Honorarium adaiah imbalan flnansial bcrsih yang diterima aetiap 
bulan oleh Dewan Pengawas.

18. Tunjangan Tetap adaiah pern bay a ran kepada pegawai yang dilakukan 

secara teratur yang ddak dikaitkan dengan kehadiran atau preataai 
keija tertenfu.

19. Bonus Atas Preatasi adaiah tambahan pendapatan berbasis kinerja 
bagi seluruh Pegawai RSUD Pandan Arang yang berpreataei, yang 

dananya bersumber dari sisa ha si I usaha dan/atau biaya operasional 
RSUD Pandan Arang.

20. Pesangon adaiah sejumlah uang yang dibayarkan oleh RSUD Pandan 

Arang kepada Pegawai Non PNS yang terkena pemutusan hubungan 
ketja.

21. Insentif adaiah tambahan pendapatan yang berbasis kinerja bagi 
seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, 
farmasi dan/atau sumber-suml)er penerimaan yang sah lainnya.

22. Jasa Pelayanan adaiah imbalan yang diterima oleh semua komponen
yang terlibat da lam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan 

kepada pasien dalam rangka observasi. diagnosis, pengobatan, 
konsultasi. rehabiJitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.

23. Insentif Statis adaiah insentif tetap yang diberikan kepada pegawai 
RSUD Pandan Arang dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai 
dan capaian kinerja (performance index) untuk masing-masing 
pregawai RSUD Pandan Arang.

24. Insentif Uinomis adaiah insentif yang memuat/ee/or semces, peran 
konsultansi untuk dokter konsultan, peran perencanaan, peran 

pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang, peran pengadaan 
barang dan Jasa, serta peran lainnya.

25. Fee For Service adaiah insentif yang diberikan atas tindakan atau 
pelayanan yang diberikan oleh dokter.

26. Pejabat Pembuat Komitmen yang aelanjutnya disebui PPKom adaiah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa.

27- Pelayanan Obsfetn Neonatal Emergen si Komprehensif sclanjutnya 
disingkat PONEK adaiah pelayanan kedaruratan dalam maternal dan 
neonatal untuk menurunkan angka kemacian ibu dan bayi barn lahir.

BAB 11.....



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pa sal 2
Maksud ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman dan kcpastian hokum tcrhadap pemberian remunerasi kcpada
pejabat pengclola» Dewan Pcngawas, sekretahs Dcwan Pengawasr dan
pegawai di lingkongan RSUD Pandan Arang.

PasaJ 3
Tujuan ditctapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. meningkalkan kualitas pelayanan kcpada masyarakat;
b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD Pandan Arang
c. meningkatan disiplin^ kineija, dan integritas Pegawai RSUD Pandan 

Arang; dan
d. meningkatkan tertib administrasi pcngelolaan keuangan daerah.

BAB in
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
(1) RSUD Pandan Arang berhak mendapatkan kineija Pegawai RSUD 

Pandan Arang yang optimal scsuai dengan slandar kineija yang 
ditetapkan oleh Dircktur berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

(2) Setiap Pegawai RSUD Pandan Arang dapat diberikan remunerasi 
sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme 
yang diperlukan.

Pasal 5
(1) RSUD Pandan Arang berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk 

Remunerasi pegawai yang dianggarkan metalui Rencana Bisnis dan 
An^aran BLUD RSUD Pandan Arang.

(2) Setiap i>egawai RSUD Pandan Arang berkewajiban memberikan 
standar kineija dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal 
RSUD Pandan Arang.

BAB rv
KELOMPOK PENBRIMA REMUNERASI

Pasal6
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PasaJ 6
Kelompok penenma rcmunerasi digolongkan:
a. Pejabat Pengclola BLUD RSUD Pandan Arang yajig terdiri dari:

1. Direktur scbagai Pimpinan BLUD;
2. Kepaia Bidang Keuangan, Kopala Scksi Perencanaan An§^aran 

dan Mobilisasi Dana, Kepaia Scksi Pcmbukuan dan 
Perbendaharaan scbagai Pejabit Kcuangan;

3. Kepaia Bagian Umum, Kepaia Bidang Pelayanan, Kepaia Bidang 
Penunjang Pelayanan, Kepaia Subbagian Tata Usaha dan Rumah 
Tangga, Kepaia Subbagian Kepegawaian dan Pendidikan 
Pclatihan. Kepaia Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan 
Sistem informasi Manajemen, Kepaia Seksi Pelayanan Mcdik dan 
Keperawatan, Kepaia Seksi Pelayanan Penunjang Medik^ Kepaia 
Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana, dan Kepaia Seksi Lx^stik 
Medik dan Non Medik sebagai Pejabat Teknis.

b. pelaksana administrasi di Bagian Umum, Bidang Keuangan, Bidang 
Pelayanan, dan Bidang Penunjang Pelayanan.

c. cenaga media yang meliputi:
1. dokterumum;
2. dokter spesialis;
3. dokter sub spesialis;
4. dokter gigi;
5. dokter gigi spesialis;
6. dokter konsuJtan; dan
7. dokter wajib kerja dokter spesialis. 
tenaga kefarmasian yang meliputi:
1. apoteker; dan
2. asisten apoteker.
tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan; 

tenaga pelaksana rehabilitasi medis;
1. psikolog;
2. fisioterapis;
3. okupasi terapis;
4. terapis wicara; dan
5. sosio medis.

g. tenaga anaiis kesehatan;
h. tenaga penata anestesi;
i. radiografer;
j. tenaga gi2i yang meliputi:

1. nutrisionis; dan
2. pramuHaji.

k. tenaga perekam medis;
l. tenaga elektromedis;

m. tenaga sanitarian ....

d.

e.
f.

4



m.

n.

o.

tena^ Sanitarian;
Pegawai RSUD Pandan Arang yang memangku jabatan pada lembaga 

non struktural yang dibentiik oleh Direktur; dan 

Dewan Pengawas.

BAB V
R£MUNERASI

Bagian Keaatu 

Umum

PasaJ 7
Sistem Remunerasi meliputi 3 (tiga) koniponcn utama, yaitu :
a. pembayaran untuk jabatan (pay for position):
b. pembayaran untuk kinerja (pay for performance]; dan
c. pembayaran untuk perorangan atau individu (pay/or people;.

Pa sal 8
Remunerasi Direktur ditetapkan dcngan mempertimbangkan faktor*faktor 

sebagai berikut:
a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukxiran dan jumlah a act 

yang diketola BLUD serta tingkat pelayanan;
kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan induatri pelayanan sejenis; 
kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pcndapatan BLUD yang 

bersangkutan; dan
kineija operasionaJ BLUD yang mempertimbangkan indikator 
keuangan. pelayanan, muru, dan manfaat bagi masyarakat.

b.
c.

d.

Bagian Kedua
Pembayaran Untuk Jabatan (Pay for Position)

Ul
Pa sal 9

Pembayaran untuk jabatan (pay for position) sebagaimana dimaksud 
dajam Pa sal 7 huruf a berupa:
a. Gaji Direktur;
b. Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur;

c. Tunjangan
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c. Tunjangan Tetap Pegawai RSUl) Pandan Arang; dan
d. Honorarium Dewan Pengawae.

(2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 
merupakan bagian dari Rem un era si diberikan kepada Direktur 
dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. besaran Gaji Direktur yang berstatus PNS adalah 

Rp35,000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung 
termasuk Gaji Pokok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan; dan

b. besaran Gaji Direktur yang berstatus Non PNS adalah 
Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Pada sedap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib 
membuat pengajuan pern bay aran g^'i Direktur dari jasa pelayanan.

(4) Fonnat pengajuan pem bay aran gaji Direktur dari jasa pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada aval (3) tercantum dalam lampiran 1 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(5) Gaji Pegawai RSUD Pandan Arung selain Direktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h Imgi yang berstatus PNS diberikan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(6) Gaji Pegawai RSUD Pandan A rang selain Direktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi yang berstatus Non PNS 
diberikan berdasarkan Keputusan Direktur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(7) Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang bagi yang berstatus 
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c diberikan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(S) Honorarium Dewan Pengawes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh 
perseratusj dari gaji Direktur;
Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh enam 
perseratus) dari gaji Direktur; dan
Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas 
perseratus) dari gaji Direktur,

(9) Ketua. Anggota. dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan 
sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% 
(Ihna puluh persciaius) dari honuraiium sebaguitiiajia dimaksud pada 
ayat (8) pada bulan lerakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan 
sampai dengan ditetapkannya keputusan defmitif ten tang jabatan 
yang bersangkutan.

a.

b.

C-

Bagian Ketiga
Pembayaran Untuk Kinetja (Pay for Performance)

Paragraf 1
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Paragraf 1 

Umum
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Pa sal 10
(1) Pembayaran untuk Idncrja (pay for performance) sebagaimana 

diznaksud dalam Pa sal 7 huruf b berupa:
a. Inscntif; dan
b. Bonus Atas Prestasi.

(2) Insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

kepada Pcgawai RSUD Pandan A rang berdasarkan berupa:
a. Insentif Statis; dan
b. insentif Dinamis;

(3) Bonus Atas Prestasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan A rang berdasarkan 
prestasi kincrja yang mekanisme dan besarannya ditetapkan dengan 

Pcraturan Dircktur.

Paragraf 2
Indikator Pcmbcrian Insentif

PasaJ 11
(1) Pemberian Insentif Statis scbagaimana dimaksud dalam Pa sal 10 ayat 

(2) huruf a berdasarkan indikator penUaian:
a. pengalaman dan masa kerja fbostc index)",
b. kualifikasi jabatan [competency indea^;
c. risiko kerja (risk
d. ting^t kegawatdaruratan {emergency index); dan
e. jabatan yang disandang (position indej^^

(2) Pemberian Insentif Dinamis scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 10 
ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
a. fee for services untuk kelompok penerima remunerasi 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter 
konsultan;

b. peran konaultanai untuk dokter konsultan;
c. peran perencanaan;
d. peran pcngelolaan keuangan dan pengelotaan barang;
e. peran pengadaan barang dan jasa;
f. peran mutu pelayanan; dan
g. peran sistem informasi Rumah Sakit.

Paragraf 3.....
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Paragraf 3
Besaran Pcmberian Insentif

%

Paaal 12
(1) Besaran pemberian insentif pengalaman dan masa keija (basic index) 

sebagaimana dimaksud dalam Pass) 11 ayat (1) huruf a diberikart 
berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan 
sebagaj berikut:
a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS:

1. golongan (V sebesar Rpl .050.000,00 (satu Juta lima puluh ribu 
rupiah);

2. golongan IK sebesar Rp900.000.00 (sembilan ratus nbu 
rupiah);

3. golongan 1) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah); dan

4. golongan I sebesar Rp550.000r00 (lima ratus lima puluh ribu 
ru piah).

b- Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Pegawai Non PNS:
1. setara golongan IV sebesar Rp850.000.00 (delapan ratus lima 

puluh ribu rupiah);
2. setara golongan )() sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu 

rupiah);
3. setara golongan II sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima 

puluh ribu rupiah); dan
4. setara golongan 1 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh 

ribu rupiah),
(2) Besaran pcmberian insentif kuahfikasi j aba tan (competency indejdj 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 11 ayat (1) huruf b diberikan 
kepada kelompok penerima remunerasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 6 huruf c selain d ok ter konsultan. dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan (V dan Non PNS setara

golongan IV;
1. dokter sub spesialis sebesar RpS. 150.000,00 (delapan Juta 

seratus lima puluh ribu rupiah);
2. dokter spesialis dokter gigi spesialis sebesar

Rp6.150.000,00 lenam juta seratus lima puluh ribu rupiah); 
dan

3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga 
juta seratus lima puluh ribu rupiah).

b. besaran kualKIkast jabatan PNS golongan 111 dan Non PNS setara
golongan IK:

1. Dokter.....
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2.

3.

1. dokter sub spesialis sebesar Rp7.300.000,00 (Uyuh juta tiga 
ratuB ribu rupiah);
dokter speaia^is dan dokter gigi spesialis sebesar 
Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah); dan 

dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp2.300.000l00 (dua 
Juta tiga ratus ribu rupiah).

(3) RIsiko keija (risk tndex) sebagaimima dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) buruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat darl
pekerjaan dengan rincian sebagai l^erikut'
a. tingkat risiko I adalah kemungkinan terjadi risiko keija yang 

bersifat infeksius dan rad Iasi walaupun pegawai yang 

bersangkutan bekeija sesuai prosedur tetap dan prosedur keija 

yaitu pegawai yang berada di instalasi bedah sentral instalasi 
gawat darurat, instalasi radiolo^, intensive care unit, neoixatal 
intensive care unit, pediatric intensive care uniU high care unit, 
kamar bersalin, perinatologi dan PONEK;

b. tingkat risiko II adalah kemungkinan terjadi risiko kerja yang 
bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan 
bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai 
yang berada di instalasi ravvat inap, instalasi laboratorium, 
instalasi pemulasaraan jena2ah, instalasi hemodialisa dan 

sanitarian pads instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana 
rumah sakit;

c. tingkat risiko III adalah kemungkinan terjadi risiko keija yang
bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja 

sesuai prosedur tetap dan prosedur keqa yaitu pegawai yang 
berada di insralasi rawat Jalan. instalasi farmasi, instalasi gizi. 
instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, 
pelaksana rehabilitasi media. instalasi sterilisasi, unit
ambulans/mobil jenazah; dan

d. tingkat risiko IV adalah kemungkinan terjadi risiko ker^'a yang 
bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai 
prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di 
perkantoran.

(4) Besaran pern be nan risiko kerja (risk index) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut;
a. tingkat risiko I sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu ruptah);
b. tingkat risiko 11 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
c. tingkat risiko III sebesar Rpl50.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); dan
d. tingkat risiko IV sebesar Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) tingkat
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(5) ’Hngkat kegawatdaniratan {emergency index) sebagaimana dimaksud 

dalam Paaal 11 ay at (1) huruf d ditentukan berdasarkan tin^at 
kegawatdaruratan dan mempertimban gkan pekerjaan yang setiap 
saat harus slap melaksanakan tugas tan pa mengenal baias waktu 
dengan rincian scbagai bcrikut:
a. tingkat emergen si sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada 

instalasi bcdah seniral, instalasi gawat daruratr dan intensive care 
unit, neonatal intensity care unit, pediatric intensive care unit, high 

care unit dan PONEK;
b. tingkat emergen si tin|^ dengan kriteria pegawai pada instalasi 

rawat inap shift, instalasi radiologi shift, instalasi laboratorium 

shift, kamar bersaJin, perinatologi. instalasi pcmeliharaan sarana 

prasarana rumah sakit, instalasi farmasi shift, instalasi 
pemulasaraan jenazah shift, instalasi gizi shift, bidang keuangan 

shift, instalasi rckam medis shift dan unit ambulans/mobil 

jenazah;
c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi 

rehabilitasi medis, instalasi rekam medis non-shift, instalasi rawat 
inap non-shiy^, instalasi rawai: jalan, Instalasi maternal perinatal 
non-shift, instalasi gizi non-sht^^, instalasi farmasi non-sh^t 
instalasi radiol^ non-shift, instalasi laboratorium non-shi^, 
instalasi pemulasaraan jenazah non-shift, instalasi hcmodtaltsa, 
instalasi central sterile supply depariement, dan

d. tingkat emergensi rendah dengan kriteria pegawai pada bidang 

keuangan non dan administrasi perkantoran.
(6) Besaran pemberian insentif tingkat kegawatdaruratan {emergency 

indej^ sebagaimana dimaksud pada ay at (5) ditetapkan seb^ai 

berikut:
a. tingkat emergensi sangat sebesar Rp400.000,00 (cmpal

ratus ribu rupiah);
b. tingkat emergensi Ung^ sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah);
c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp 150.000,00 (scratus lima 

puluh ribu rupiah); dan
d. tingkat emergensi rendah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu 

rupiah).
(7) Besaran pemberian insentif jabatan yang disandang (position index) 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 11 ay at (1) huruf e diberikan 

berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketenruan 
scbagai berikut:
a. kelompok jabatan strukcuraJ dengan ketentuan gotongan;

1. jabatan
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1. jabatan struktuml PNS golongan tv dan Non PNS setara
golongan IV dengan ketentuan:
a) Direktur sebeaar Rp25.000.000,00 (dua puluh Hma juta 

rupiah I;
b) kepala bagian dan kepala bidang sebesar Rpl6.100.000,00 

(enam betas juta seratus ribu rupiah); dan
c) kepala aub bagian dan kepala aekai sebeaar 

RpiO.925.000,00 (sepuluh juCa sembilan ratus dua puluh 
lima ribu rupiah).

2. jabatan strukturaJ PNS golongan III dan Non PNS setara
golongan TTl dengan ketentuan:
a) Direktur sebesar Rpl 7.500.000,00 (tujuh belas juta lima 

ratus ribu rupiah);
b) kepala bagian dan kepala bidang sebeaar Rp 14.000.000,00 

(empat belas juta rupiah); dan
c) kepala sub bagian dan kepala seksi sebesar Rp9.500.000,00 

(sembilan Juta lima ratus ribu rupiah).
b. kelompok jabatan Non Struktural dengan ketentuan golongan:

1. jabatan non struktural ten a ga media:
a) kepala instalasi bed ah sentral. kepala instalasi gawat 

darurat, kepala instalasi rawat inap. kepala instalasi rawat 
jalan sebesar Rpl 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

b) kepala instalasi maternal perinatal sebesar Rp7.000.000,00 
(tujuh juta rupiah); dan

c| kepala instalasi hemodialisa, kepala instalasi anesteaiofogi 
dan rawat in ten sit, kepala instalasi radiologi. kepala 

instalasi rekam medis, kepala instalasi labors tori urn dan 
bank darah rumah sakit, kepala instalasi rehabilitasi medis, 
dan kepala instalasi pemulasaraan jenazah sebesar 
Rp5.000000.00 (lima juta rupiah).

2. jabatan non struktural PNS golongan IV dan pegawai Non PNS
setara golongan IV dengan ketentuan:

a) kepala instalasi farmasi sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta 
delapan raius dua puluh lima ribu rupiah);

b) kepala ruang hemodialisa sebesar Rp4.425.000,00 (cmpai 
juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiahj;

c) kepala ruang anestesi, kepala ruang bed ah sebeaar 
Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

d| apoteker koordinator, kepala ruang instalasi gawat darurat. 
koordinator satuan pen ga was internal sebesar
Rp4.025.000,00 (empat juu dua puluh Hma ribu rupiah);

e) koordinator

i
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e) koordinator perawat hemodialisa sebesar
Rp3.525.000»00 (tiga juta liina ratua dua puluh lima nbu 
rupiah);

f) kepala instalasi gizi, kepala ruang rawat inap, kepala ruang 
intensive care unit, kepala ruang perinatologi neonatal 
intensive care unit, pediatric intensive care unit, kepala 

ruang Instalaai rawat Jalan, kepala ruang maternal, dan 
kepala ruang laboratorium sebesar Rp3.450.000.00 (tiga 
jula empat rarus lima puluh ribu rupiah);

g) koordinator shifi perawat anesiesi. dan koordinator shift 
perawat bedah sebesar Rp2.900.000.00 (dua juta sembilan 

ratus ribu rupiah);
h) kepala instalasi prasarana dan samna rumah sakit dan 

apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.875.000.00 
(dua juta delnpan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

i) kepala ruang rchabilitasi media dan asisten apoteker 
penanj^ung jawab satelit sebesar Rp2.575.000.00 (dua juta 

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
j) kepala ruang radiolo^. koordinator ruang maternal, 

koordinator high core unit, koordinator PONEK dan 
koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.300.000,00 (dua 

juta tiga ratus ribu rupiah);
k) kepala ruang rekam medis. koordinator koding dan 

koordinator klaim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah);
l) koordinator shift perawat gawat darurat sebesar 

Rpl.975.000,00 (satu juta sembiian ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah);
m) kepala instalasi central sterile supply departement, 

koordinator Lem pat pendaftaran pasien rawat jalan, 
koordinator tern pat pendaftaran pasien rawat inap sebesar 
Rpl.725.000.00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu 
rupiah);

n) koordinator shift perawat mfensiyc care unit sebesar 

Rpl.675-000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima 
ribu rupiah);

o) koordinator shi/1 bidan kamar bersalin, dan koordinator 

shift bidan dan/atau perawat perinatologi sebesar 
Rpl,450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu 
rupiah);

p) koordinator
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p) koordinator filling rekam media, koordinator analisa dan 
reporting rekam medis sebcsar Rpl.425.000,00 (satu juta 

empat ratus dua puluh lima ribu rupicdi);
q) koordinator shift perawat high care unit, koordinator shift 

bidon umum. koordinator shift perawat rawat inap dan 

koordinator sh^ perawat rehabUitasi medik sebcsar 
Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

r) koordinator pengemudi sebcsar Rpl,325.000»00 (satu juta 

tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
s) kepala ruang pemulasaraan jenazahf koordinator unit 

produksi gizi, koordinator pelayanan gizi sebesar 

Rpl. 150.000.00 (satu juta aeratus lima puluh ribu rupiah);
t) koordinator siarana prasarana. koordinator sanitasi, 

koordinator elekUDmedis. koordinator administrasi gizi 
sebesar Rpl .025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu 

rupiah);
u) koordinator satuan keamanan, koordinator kebersihan 

kebun dan taman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu 

rupiah); dan
v) koordinator shift gizi sebesar Rp575.000,00 (lima ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Jabatan non struktural PNS golongan (U dan pegawai Non PNS

setara golongan HI dengan ketentuon:
a) kepala instalasi farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta 

lima ratus ribu rupiah);
b) kepala ruang hemodiali&a sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
c) kepala ruang anestesi, kepala ruang bedah sebesar 

Rp3.550.000.00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu 
rupiah);

d) kepala ruang instalasi gawat darurac. koordinator satuan 

pengawas internal dan apoteker koordinator sebesar 
Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

e) koordinator shtft perawat hemodialisa sebesar 
Rp3.100.000,00 (tiga juts seratus ribu rupiah);

f) kepala instalasi gizi, keptda ruang rawat inap, kepala ruang 

intensive care unit, kepala ruang perinatologi neonatal 
intensive cane und, pediatric intensive care unit, kepala 

ruang instalasi rawat jalan, kepala ruang maternal dan 
kepala ruang laboratorium sebcsar Rp3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah);

g) koordinator
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g) koordinator shift perawat anestesi» dan koordinator sh^ 
pcrawal bed ah scbcsar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratua 

lima puluh ribu rupiah);
h) kepala instalasi prasarana dan sarana rumah aakit dan 

apoteker penanggung jawab satelit sebesar Rp2.500.000.CX) 

(dua juta lima ratus ribu rupiah);
i) kepala ruang rchabiliiasi media dan aaiaten apoteker 

penanggung jawab satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta 

dua ratus lima puluh ribu rupiah);
j) kepala ruang radiologi, koordinator ruang maternal, 

koordinator high care unit, koordinator PONEK dan 

koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.000.000,00 (dua 
juta rupiah);

k) kepala ruang rekam media, koordinator shift perawat gawat 
datura I, koordinator koding dan koordinator klaim sebesar 

Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah);
l) kepala instaiasi central sterile supply departemenl, 

koordinator tempat pendaftaran pasien rawat jaian. 
koordinator tempat pendaftaran pasien rawat inap, dan 
koordinator shift perawat intensive care unit sebesar 

Rp 1.500.000,00 (satu juia lima ratus ribu rupiah);
m) (coordinator shift bidan kamar bersalin, dan koordinator 

shift bidan dan/atau perawat perinatolo^ sebesar 
Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

n) koordinator filling rekam medis, koordinator analisa dan
reporting rekam medis, koordinator shift perawat high cars 
unit, koordinator bidan umum, koordinator shift
perawat rawat inap dan koordinator shift perawat 

rehabilitasi medik sebesar Rpl .250.000,00 (satu juta dua 
ratus lima puluh ribu rupiah);

o) koordinator pengemudi sebesar Rpl. 150.000,00 (satu juta 
sc ratus lima puluh ribu mpiah);

p) kepala ruang pemulasaraan jenazah, koordinator unit
produksi gizi, koordinator pelayanan gizi sebesar
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah);
koordinator sarana prasarana. koordinator sanitasi, 
koordinator elektromedis, koordinator administraai gizi 
sebesar Rp900.000,00 (scmbilan ratus ribu rupiah);

q)

r| koordinator
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r) koordinator satu an keamanan, koordinator kebersihan 

kebun dan taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu 
rupiah); dan

a) koordinator shift ^ sebesar RpbOO. 000,00 (Ifma rams ribu 
rupiah).

4. jabatan non struktura) PNS golongan II dan pegawai Non PNS 
setara golongan II dengan ketentuan:

a) koordinator shft perawat hemodialisa sebesar 
Rp3.100.000f00 (tigajuta seratus ribu rupiah);

b) kepala instalasi gizi, kepala ruang rawat inap, kepala ruang
care unit, kepala ruang perinatologi neonatal 

intensive care unit, pediatric intensii^ care unit, kepala 

ruang instalasi rawat jalan, kepala ruang maternal, dan 
kepala ruang laboracorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah),

c) koordinator perawat anesteai, dan koordinator sh^
perawat bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus 
lima puluh ribu rupiah];

d) kepala instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan 
apoieker penanggung jawab satelii sebesar Rp2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah);
e) kepala ruang rehabilitasi tnedis dan asisten apoteker 

penanggung jawab satelii sebesar Rp2.250.000,00 (dua jula 
dua ratus lima puluh ribu mpiah);

0 kepala ruang radiology, koordinator ruang maternal, 
koordinator high care unit, koordinator PONEK dan 
koordinator kamar bersalin sebesar Rp2.000.000f00 (dua 
juta rupiah);

g) kepala ruang rekam medis, koordinator shift perawat gawat 
darurat, koordinator koding dan koordinator klaim sebesar 

Rpl .750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah);

h) kepala instalasi central sterile supply departemenl, 
koordinator tern pat pendaftaran pasien rawat jalan, 
koordinator tempat pendaftaran pasien rawat inap, dan 
koordinator shift perawat cntertsiVe enre unit sebesar 
Rp) .500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

i) koordinator shift bidan kamar bersalin, dan koordinator 
shift bidan dan/atau perawat perinatologi sebesar 
Rpl .300.000,00 (satu jute tiga ratus ribu rupiah);

j) koordinator
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j) koordtnator miing rekam medts, koordinator analiaa dan 
reporting rekam media, koordinator shift perawat high care 

unit» koordinator sh^ bidan umum, koordinator sh^ 

perawat rawat inap dan koordinator shift perawat 

rehabilitasi mcdik sebesar RpL250.000,00 (satu jula dua 
ratus lima puJuh ribu rupiah);

k) koordinator pcngemudi sebesar Rpt. 150.000.00 (satu juta 

seratus lima puluh ribu rupiah);
l) kepala ruang pemulasaraan jena2ah, koordinator unit

produksl gizi, koordinator pelayanan gizi sebeaar
Rpl .000.000,00 (satu juta rupiah);

m) koordinator sarana prasarana, koordinator sanitasi, 
koordinator elcktromedis, koordinator administrasi gjyi 
sebesar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

n) koordinator satuan keamanan. koordinator kebersihan 

kebun dan taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu 
rupiah); dan

o) koordinator shtfl gizi sebesar RpSOO.000.00 (lima ratus hbu 

rupiah).
c. kelompok jabalan fungsional dan fungsional umum dengan 

ketentuan golongan:
1. Jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan IV dan

pegawai Non PNS setaxa golongan IV dengan ketentuan:
a) bendahara pengcluaran pern bantu dan penyusun laporan 

keuangan sebesar Rp3 450.000.00 (tiga Juta empat ratus 
lima puluh ribu rupiah);

b) perawat hemodialisa sel>esar Rp3.275.000,00 (tiga juta dua 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c) bendahara penerimaan pembantu sebesar Rp2.875.000.00 
(dua juta defapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d) perawat bedah sentral sebesar Rp2.650.000.00 (dua juta 
enam ratus lima puluh ribu rupiah);

e) apoteker, pengelola teknoio^ Informasi dan satuan 
pcngawas internal sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga 
ratus ribu rupiah);

I) pengurus barang dan asisten apoteker sebesar 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

g) perawat gawat darurat, analis kepegawaian, kasir, 
pembantu bendahara penerimaan, dan pem bantu
bendahara pengcluaran sebesar Rpl.725.000,00 (sutu juta 
tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b) perawat
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h) perawat intensif care unit, dan pengeiola barang sebesar 
Rpl.425.000»00 (satu juta cm pat ratua dua puluh lima 
ribu rupiah);

i) petugas koding sebesar Rp 1.250.000,00 (saeu juta dua 
ratus lima puluh ribu rupiah);

j) bidan kamar bcrsalin, bid an pcrinatolc^, bidan PONEK, 
dan perawat perinatal sebesar Rp 1.200.000r00 (satu juta 
d\oa ratus ribu rupiah);

k) perawat high care unit, anatis kesehatan, bidan umum, 
perawat rehabilitasi medik, psikolc^, terapis, perawat rawat 
jalan. perawat rawat inap, petugas pencegahan dan 
pengendalian infeksi, pengelnia produk hukum dan 
administrasi kcuangan sebesar Rpl.l50.QOOrOO (satu juta 
seratus lima puluh ribu rupiah);

l) ahli giri, perekam media, dan radiografer sebesar 
Rp 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah); 
dan

m) administrasi medis, pern bantu pengeiola teknologi 
informasi, pengeiola komite medik, pengeiola kepegawaian, 
pengeiola pendidikan dan pelatihan, dan pengemudi 
sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu 
rupiah).

2. jabatan fungsionaJ dan fungsional umum PNS golongan ffl dan
pegawai Non PNS setara golongan HI dengan ketenluan:
a) bendahara pengeluaran pembuntu dan penyusun laporan 

keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (tiga juta rupiah);
b) perawat hcmodiallsa sebesar Rp2.850.000.00 (dua juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
c) bendahara penerimaan pern bantu sebesar Rp2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribu rupiah);
d) perawat bed ah scntral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta 

tiga ratus ribu rupiah);
e) apoteker. pengeiola teknologi informasi dan satuan 

pengawas internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah);

() pengurus barang dan asisten apoteker sebesar 
Rpl.750,000,00 (satu juta lujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah);

g) perawat gawat darurat. analis kepegawaian, kasir, 
pembantu bendahara penerimaan, dan pembantu 
bendahara pengeluaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta 
lima ratus ribu rupiah);

h) perawat
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h) perawat intensif care unity dan pengelola barang sebcsar 
Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah);

i) pctugas koding scbesar Rp 1.100.000,00 (satu juta sc ratus 
ribu rupiah);

j) bidan kamar bcrsalin, bidan perinatolc^, bidan PON£K, 
dan perawat perinatal sebcsar Rp 1.050.000,00 (satu juta 
lima puluh ribu rupiah);

k) perawat high care unit, analls kesehatan, bidan umum, 
perawat rehabilitasi mcdik, psikolog, (erapis, perawat rawal 
jalan, perawat rawal inap, petugas pencegahan dan 
pengendalian tnfcksi, pengelola produk hukum dan 
administrasi keuangan scbesar Rpl .000.000,00 (satu juta 
rupiah);

l) ahli gizi, pcrekam media, dan radiografer sebcsar 
RpOOO.000,00 (scmbilan ratus ribu rupiah);

m) petugas elektromcdis dan petugas sanitarian sebcsar 
Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

n) administrasi mcdis, pembantu pengelola teknologi 
informasi, pengelola komite medik, pengelola kepegawaian, 
pengelola pendidikan dan pelatihan, pengemudi, dan 
petugas sarana dan prasarana rumah sakit sebcsar 
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

o) petugas central steriie supply departement, Juru masak, 
petugas pemulasaraan jenazah, pengadministrasi umum, 
pramubakti, ten^^ dorong, petugas kebersihan, petugas 
kebun dan taman, serta petugas keamanan sebesar 
Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

3. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan II dan
pegawai Non PNS setara Golongan II dengan ketentuan:
a) bendahara pengeluaran pembantu den penyusun laporan 

keuangan sebesar Rp3.<XX).000.00 (tiga juta rupiah);
b) perawat hemodialisa sebesar Rp2.850.000.00 (dua juta 

delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
c) bendahara pencrimaan pembantu sebesar Rp2.500.000,00 

(dua juta lima ratus ribit rupiah);
d) perawat bedah sentral sebesar Rp2.300.000.00 (dua Juta 

tiga ratus ribu rupiah);
c) apoteker. pengelola teknologi informasi dan satuan 

pengawas internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah);

0 pengurus barang dan asisten apoteker sebesar 
Rpl .750.000,00 (satu juta tujuh ratus Uma puluh ribu 
rupiah);

g) perawat.....

4
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g) perawat gawat darurat, analis kepegawalan, kaair, 
pembaiuu bendahara penenmaan, dan pembantu 
bendahara pengeluaran sebesar Rp 1.500.000,00 (satu jula 
lima ratus ribu rupiah);

h) perawflt inten^if care unit^ dan pengelola barang sebesar 
Rp 1.250.000,00 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah);

i) pctugas koding sebesar Rpl. 100.000,00 (satu juta seratus 
ribu rupiah);

j) bidan kamar bersalin, bidan perinatolt^, bidan PONEK, 
dan perawat perinatal sebesar Rpl .050.000,00 (satu Juta 
lima puluh ribu rupiah);

k) perawat high care unit, analis kesehatan, bidan umum, 
perawat rehabilitasi medik, psikolog, terapis, perawat rawat 
jalan, perawat rawat inap, petugas pencegahan dan 
pengendalian infeksi, pen ge tola produk hukum dan 
administrasi keuangan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu Juta 
rupiah);

l) ahli g>2i, perekam medis, dan radiografer sebesar 
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

m) petugas elektromedis dan pctugas sanitarian sebesar 
Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

n) administrasi medis, pembantu pengelola teknologi 
informasi, pengelola komite medik, pengelola kepegawaian, 
pengelola pendidikan dan pelatihan, pengemudi, dan 
petugas sarana dan prasarana rumah sakit sebesar 
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

o) petugas centra/ steriie supply departement, Juru masak, 
petugas pcmulasaraan jenazah, pengadministrasi umum, 
pramubakti, tenaga dorong, petugas kebersihan, petugas 
kebun dan taman, serca petugas keamanan sebesar 
Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan I dan
pegawai Non PNS setara golongan I dengan ketentuanr
a) petugas sarana dan prasarana rumah sakit, dan 

pengemudi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah); dan

b) petugas central sterile supply departement, Juru masak, 
pramu aaji, petugas pemulasaraan jenazah, 
pengadministrasi umum, pramubakti, tenaga dorong, 
petugas kebersihan, petugas kebun dan taman, serta 
pctugas keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah).

(8) Dokter
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(8) E>okter wajib ke?ja dokter spesialis, mempcroleh Inscntsf Statis 
sebesar Rpl .SOO.000,00 (satu juta Uma ratus ribu rupiah).

(9) Dokter konsultan* tidak memperoleh Insentif Statis.

Pa sal 13
(1) Beaaran pern be nan insentif Fee For Services sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal 11 ayat (2| huruf a diberikan untuk jasa pelayanan 
masing-masing dokter berdasarkan proporai jasa pelayanan dengan 
ketentuan sebagai berikut;
a. besaran fee For Service dokter umum di instalasi hemodialiaa 

adalah 10% (sepuluh perseratus) dari proporsi jasa pelayanan 
dokter umum di instalasi hemodialisa;

b. besaran fee For Service dokter umum kecuali di instalasi 
haemodialisa adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dart 
proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi 
hemodialisa;

c. besaran fee For Service dokter spesialis patologi klinik dan dokter 
spesialis patologi anatomi adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari 
proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik dan dokter 
spesialis patologi anatomi;

d- besaran Fee For Service dokter gigi dan dokter gigi spesialis adalah 
45% (empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan 
dokter gigi dan dokter gigi spesialis;

e. besaran Fee For Service dokter spesialis kecuali dokter spesialis 
patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi, adalah 45% 
(empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter 
spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter 
spesialis patologi anatomi; den

f. besaran Fee For Service dokter w£gib kerja dokter spesialis adalah 
25% (dua puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan 
dokter spesialis.

(2) Besaran pemberian insentif peran konsultansi untuk dokter 
konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b 
diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar 
Rpl0,000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Besaran pemberian insentif pciran percncanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2} huruf c diberikan kepada 
perencana di RSUD Pandan Arang sebesar Rpl .500.000,00 (satu juta 
lima ratus ribu rupiah).

(4) Besaran pemberian insentif peran pengelolaan keuangan dan 
pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Pengguna.....
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b.

c.

b.

c.

a. Pengguna Anggaran/Barang sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta 
lima ratvjs ribu rupiah);
Kuasa Pengguna Anggaran aebeaar Rp4.000.000.00 (cmpai juta 
rupiah); dan
Pcjabat Penatausahaan Keuaiigan dan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan scbcsar Rp3.500.000.00 (Uga Juta lima ratus ribu 
rupiah).

(5) Besaran pcmberion insentif pc ran pcngadaan barang dan ja&a 
sebagaimana dimaksud dalam Ps^sal 11 ayat (2) huruf e diberikan 
dengan ketcntuan sebagai berikut'
a. PPKom sebc^ar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratua lima puluh 

ribu rupiah):
Pejabat Pcngadaan dan/atau panitia pengadaan sebeaar 
Rpl .000.000,00 (saru juta rupiah); dan
Pejabat dan/atau panitia penerima ha all pckerjaan sebesar 
Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Besaran pemberian insentif peran muTU pelayanan sebagaimana 
dimaksud daJam Pa sal 11 ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. koordinator mutu pelayanan sebesar Rp3.7SO.OOO,00 (tiga juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
b. case manager sebesar Rp3.250.000.00 (tiga juta dua ratus lima 

puluh ribu rupiah).
(7) Besaran pemberian insentif peran sistem informasi Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 11 ayat (2) huruf g diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut;

admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp500.000.00 (Etna 
ratus ribu rupiah);
pem bantu admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar 
Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah); dan 

operator c-rekam media sebesar Rpl 50.000,00 (seratus lima puluh 
ribu rupiah).

a.

b.

c.

Poragraf 4 

Insentif Statis

Pasal 14
(1) Pemberian Insentif Scads yang diberikan kepada Pegawai RSUD 

Pan dan A rang dengan mempertiinbangkan kehadiran pegawai dan 
hasil atau capaian kineija (performance index) untuk masing-masing 
Pegawai RSUD Pandan Arang.

(2) Pemberian
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(2) Pemberian Insentif StatiB untuk masing-masing Pegawai RSUD 
Pandan A rang yang mempertimbangkan kehadiran Pegawai RSUD 
Pandan Arang dcngan besaran pemberian inseniif paling (inggi 
sebesar 50% (Uma puluh perseratusj dari total 1>c8aran Insentif Statis,

(3) Pemberian Insentif Statis untuk masing-masing Pegawai RSUD 
Pandan Arang yang mempertimbangkan basil atau capalan kineija 
(perfomance indexf untuk masing-masing Pegaw'ai RSUD Pandan 
Arang dengan besaran pemberian Insentif paling tinggi sebesar 50% 
(lima puluh perseratus) dari total besaran Insentif Statis.

Pasal 15
(1) Ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang mengurangi Insentif 

Statis.
(2) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2j dinilai 

dengan prosentase ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang 
selama I (satu} bulan.

(3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ay at (2| 
adalah ketidakhadiran Pegawat RSUD Pandan Arang dalam jam kerja.

(4) Jam ke*ja sebagaimana dimaksud pada ay at (3) adalah jam kerja 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal ketidakhadiran Pegawai RSUD Pandan Arang 
meninggalkan tugas pada jam ker)a bukan karena mcnjalankan tugas 
kedtnasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada Jam keija 
tersebul diperhilungkan secara kumulatif setiap 7.5 (tujuh koma 
lima) jam dalam I (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) 
hari.

(6) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD 
Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dalam hal 
dilengkapi dengan surat sakit/yin/cuti besar dan/atau culi diluar 
tanggungan negara diperhitungkan sebagai berikut:
a. pengurangan sebesar 2.5% (dua koma lima perseratus) dari 

Insentif Statis untuk setiap I (satu) ban ketidakhadiran bagi 
Pegawai RSUD Pandan Arang yang melaksanakan 5 (lima) hari 
kerja;

b. pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) dari Insentif Statis 
untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi Pegawai RSUD 
Pandan Arang yang melaksanakan 6 (enam) hari keija; dan

c. pengurangan Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b diperhitungkan paling banyak 50% (lima puluh 
perseratus) dari besaran Insentif Statis,

(7) Pengurangan Insentif Statis karena ketidakhadiran Pegawai RSUD 
Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal tan pa 
keterangan diperhitungkan sebagai berikut:

a. pengurangan.....
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a. pengurangan 5% (lima parseratua) dari Inscntif Statis untuk 
ketidakhadiran selama 1 (satu) hari;
pengurangan 10% (aepuluh perseratus) dari Inaentif Statis untuk 
ketidakhadiran selama 2 (dual hari;
pengurangan 30% (tiga puluh perseratus) dari Insentif Statis 
untuk ketidakhadiran selama 3 (tigaj sampai dengan 5 (lima) hari; 
pengurangan 40% (empat puluh perseratus) dari Insentif Statis 
untuk keudakhadiran selama 6 (enam) sampai dengan 9 
(sembilan) hari; dan
pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari Insentif Statis 
untuk ketidakhadiran selama k?bih dari 9 (sembilan) hari.

(8) Pengurangan insentif Statis bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang 
tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayac (6) dan ay at (7) 
tidak diperhitungkan pada han yang ditetapkan sebagat cuti bersama 
oleh Pemerinlah dan Pegawai RSUO Pandan Arang yang turun piket.

(9) Pegawai RSUD Pandan Arang yang terbukti menggunakan narkoba, 
minum minuman keras, dan berjudi di lingkungan RSUD Pandan 
Arang maka dipotong sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran 
Insentif Statis pada bulan l>enkutnya.

b.

c,

d.

e.

Pasal 16
(1) Hasil atau capaian kinetja (performance index\ untuk masing-masing 

Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) dinilai dengan prcdikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan 
yang diatur sebagai berikut.
a. prcdikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kineija 

lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu 
perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh 
perseratus);

b. prcdikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kineija lebih dari 
atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai 
dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu perseratus), 
diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh perseratus);

c. prcdikat cukup, dengan kriteria capaian kinecja lebth dari atau 
sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 
kurang dari 76% (tujuh puluh enam perseratus). diberikan 
Insentif Statis sebesar 37,5% (tiga puluh ttyuh koma lima 
perarratus);

d. prcdikat kurang, dengan kriteria capaian kineija lebih dari atau 
sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan 
kurang dari 61% (enam puluh satu perseratus), diberikan Insentif 
Statis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

e. prcdikat
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e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja kurang 
dan Sl% (lima puluh satu pt^rseratus), diberikan Innendf Stalls 
sebcsar 12,5% (dua be las koma lima prrs^ratus).

(2) Untuk menencukan hasil atau capaian kinerja {performance ndex) 
untiik masing-masing Pegawai RSUD Pan dan A rang maka:
a. Dircktur sebagai penyelenggaraiin Sistcm Akuntabilitas Kineija 

In Stan si Pemerintahan, berkewajiban menyusun Peijanjian 
Kinerja Perangkat Dacrah dan mernfasilltaai penyusunan 
Peijanjian Kinerja bawahan;

b. Pejabat SlmkturaJ mcmbuai Peijanjian Kinerja Kcpala Bagian 
alau Kepala Bidang, dan Kcpala Sub Ragian atau Kcpala Seksi; 
dan

c. Jabaian Fungsionnl Umum, Jabatan Kungsional Terientu, dan 
Non PNS membuat Peijanjian Kinerja Pegawai.

(3) Peijanjian Kinerja masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang 
dibuat 1 (satu) tahun sckali.

(4) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan.
(5) Dalam hal certeniu sebagai man a dimaksud pad a ay at (4) me) i pud:

a. terjadi poigantian atau mutasi pejabat;
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pen capaian tujuan 

dan sasaran yaitu program, kegiatan. dan alokasi anggaran; 
dan/atau

c. perubahan prioritas u(au asumsi yang berakibat secara signifikan 
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(6) Sebugai tindak lanjut Peijanjian Kineija sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibuat Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang 
setiap I (saiu) tahun sckali.

(7) Dalam hal terdapat perubahan Peijanjian Kinerja Pegawai RSUD 
Pandan Arang dapat dilakukan perubahan Rencana Aksi Kineija 
Pegawai RSUD Pandan Arang.

(8) Formal Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tcrcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian ddak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Format Rencana Aksi Kineija Pegawai RSUD Pandan Arang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tcrcantum dalam Lampiran III 
3ang merupakan bagian (idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f^ragraf 5 

Insentif Dinamis

Pasal 17
Pemberian (nsentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf b. hanya dapat dilakukan jika terdapat mdikator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada bulan itu.

Paragraf 6

4
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Pamgraf 6
Pendapatan urttuk Pemberian Insentif 

PasaJ 18
(1) Pendapatan RSUD Pandan Arang yang dipergunakan untuk

pemberian insentif kepada Pegawai RSUD Pandan Arang bersumber
dari:
a. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Keschatan 

Naaional yang menggunakan paket Indonesia Case Base Group's 
(INACBQ's);

b. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif pelayanan kesehatan 

scbagaimana diatur da lam Peraturan Daerah dan Pcraturan 
Bupati tentang tariflayanan kesehatan untuk Jaminan Kesehatan 

Daerah dan Asuransi selain Jaminan Kesehatan Nasional serta 
keuntungan Bah an Habis Pakai. Oksigen dan Obat; dan

c. jasa pelayanan yang bersumber dari Tarif Jaminan Peraaiinan.
(2) Proporsi Jasa Pelayanan yang dapat dipergunakan untuk pemberian

Insentif diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 40% (empat puluh perseratus] dari total pengajuan kloim Badan 

Penyelenggara Jaminan Soaial Kesehatan, dan
b. 90% (sembilan puluh perseratusj dari total jasa pelayanan Pasien 

Umum. Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Persalinan dan 
Asuransi selain Badan Penyelenggara Jaminan Sossal Kesehatan.

Paragraf 7 

Pemberian Insentif

Pasai 19
(i) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 ayat

(2) huruf a diatur sebagai berikut:
a. Insentif Statis diberikan sebesar 100% (aeratus perseratus) 

apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasai 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama 
dengan Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah);

b. Insentif Statis diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima 
perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 18 ayat (2) lebih besar dari 
atau sama dengan Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus 
lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari 
Rp2.750,000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah);

c. Insentif.....
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c. (nsentif Statis diberikan sebesar 90% (sembiian puluh perseratus) 
apabila proporsi jasa pcKayanan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ay at (2) lebih bcsar dan atau aama dengan 
Rp2.550-000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puiuh jula 
rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.650.000.000.00 (dua 
miliar enam racus Lima puluh juta rupiah);

d. Insentif Slalis diberikan sebesar 85% (dclapan puluh lima 
p>erseratua) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama 
dengan Rp2.450-000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan kiirang dari Rp2-550.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

e. Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) 
apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan 
Rp2.350.000-000.00 (dua miliar tiga ratus lima puluh Juta rupiah) 
sampai dengan kurang dari Rp2.450.000.000,00 (dua miliar 
empat ratus lima puluh Juta rupiah);

f. Insentif Statis diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima 
perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama 
dengan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.350.000-000.00 (dua 
miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

g. Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) 
apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan 
Rp2.150.000.000,00 Idua miliar seratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan kurang dari Rp2-250.000.000,00 (dua miliar dua 
ratus lima puluh juta rupiah);

h. Insentif Statis diberikan sebesar 65% (enam puluh lima 
perseratus) apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama 
dengan Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan kurang dari Rp2. ISO.000.000,00 (dua miliar 
seratus lima puluh juta rupiah);

i. Insentif Stalls diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) 
apabila proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan 
Rp1.950.000.000.00 (saiu miliar sembiian ratus lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.050.000.000,00 (dua 
miliar lima puluh juta rupiah);

J. Insentif Stalls diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) 
apabila proporsi Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayai (2) kurang dari Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar 
sembiian ratus lima puluh juta rupiah);

(2) Untuk
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(2) Untuk mendapatkan maentif sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 10 
ayat (1| huruf a barlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pada awal Tahun paling lambat tanggal 10 Januari setiap Pegawai 

RSUD Pandan A rang wajib membuat pcijanjian kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Paaal 16 ayat (3) dan rencana aksi 
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16 ayat (6);

b. 1 (satu) had setelah pelayanan dilakukan Dokter sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 6 huruf c selain dokter konsultan 
membuat rekapitulasi hanan Fee For .Senoce;

c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Sekretaris 
Daerah wajib membuat Capaian Kinerja Direktur;

d. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib 
membuat:
1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Kepala Bidang/Kepala 

Bagian RSUD Pandan Arang;
2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang;
3. Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang;
4. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif;
5. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Statis;
6. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Dinamis;
7. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(3) Pencennatan/pcnelitian dan verifikasi kehadiran, basil atau capaian 
kinerja [performojice index), dan peran leneniu dilaksanakan oleh 
atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (Itma).

(4) Format rekapitulasi harian Fee For Service sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Kepala B id ang/Kepala 
Bagian RSUD Pandan Arang, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegaw'ai 
RSUD Pandan Arang dan Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan 
Arang sebagaimana dimaksud pads ayat (2| huruf d angka lf angka 2. 
dan angka 3 tercantum dalam I^ampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 sampai dengan 
angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Format Surat Pemyataan Tan^ung Jawab Mutlak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2| huruf d angka 7 tercantum dalam Lampiran 
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

(8| Pegawai
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(8) Pegawai RSUD Pan dan A rang yang tidak melaksanakan kew^iban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruT a, Insentif mulai 
diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD P and an Arang tersebut 
membuat pcrjanjian kinerja dan rcncana aksi kineija.

(9) Direktur tidak dibeiikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d.

(10) RSUD Panda n Arang bcrkcwajiban melakukan perhitungan 
pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 ayat (1).

(11) Apabila tcrdapat selisih Icbih antara perhitungan pendapatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 19 ayat (1) dengan Insentif yang 
diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun 
Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat memberikan Insentif ke 
13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Pandan Arang.

(12) Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 19 ayat (1) dengan Insentif yang 
diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun 
Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat mempertimbangkan 
pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran
berikutnya.

(13) Mekanisme dan besaran pemberian Insentif ke 13 (tiga bclas) dan
pengurangan pemberian Insentif pada awai tahun anggaran
berikutnya kepada Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur.

Pasa) 20
(1| Pemberian insentif bagi Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana

dimaksud dalam Pa sal 10 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:
a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang menjalankan tugas bcl^jar;
b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil masa persiapan 

pensiun;
c. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Penerima Uang 

Tunggu;
d. Pegawai RSUD Pandan Arang yang mengambil hak cuti dt luar 

tanggungan negara dan cuti besar;
e. Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak membuat Peijanjian 

Kinerja Pegawai, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
f. Pegawai RSUD Pandan Arang yang diberhentikan sementara;
g. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus tersangka 

ditahan oleh a para t penegak hukum;
h. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus icrdakwa 

ditahan oleh aparat penegak hukum; dan/atau

dan

dan

i. Pegawai
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i. Pegawai RSUD Pan dan Arang yang menjalani hukuman pidana 
pcnjara.

(2) Pegawai RSUD Pandan Arang yang dijatuhi hukuman disiplin hanya 
dibcrikan 50% (lima puluh perseratus) dari Insentif Stads selama 1 
(safu) bulan,

(3) Ketentuan pada ay at (1) hurui* h dan huruf i> tidak bcrlaku 
Pegawaian RSUD Pandan Arang yang ditahan oleh aparat penegak 
hukum dengan status tahanan kota dan kemudian sccara nyata 
melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari 
Direktur.

Pasal 21
Pegawai RSUD Pandan Arang yang mutasi dari luar daerah, Insentif 
diberikan sejak Pegawai RSUD Pandan Arang tcrsebul sccara nyata 
melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Ketcrangan 
Melaksanakan Tugas dari Direktur.

Pasal 22
(1) Pern bay aran Insentif dilakukan paling lambat tanggaJ 15 (lima be las) 

pada bulan berikutnya.
(2) Pembayaran Insentif bulan Desember pada tahun berjalan, 

dibayarkan pada bulan Januari lahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pembayaran Untuk Perorangan/lndividu (Pay forPet^Ae)

Pasal 23
(1) Pembayaran untuk Perorangan/lndividu {Pay for People) berupa:

a. pesangon; dan
b. asuransi kesehatan dan keten^akerjaan.

(2) Besaran pesangon sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pesangon diberikan kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan 

jika telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
pesangon sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan 
paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir; dan 

ketentuan tentang usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dapat dikecualikan pada profesi tertentu yang sangat diperlukan 
dan diteiapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Asuransi kesehatan dan keten^aketjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai Non PNS sesu^ 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.

c.

BAB VI
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BAB VI
SUMBBR DANA REMUNBRASI

Pa sal 24
(]) Sumber dana Rcmunerasi berasal dari Pendapacan BLUD.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat 

bersumber dari:
a. jasa pelayanan;
b. hibah;
c. hasil keijaaama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
f. Iain>lain pendapatan BLUD yarsg sah.

(3) Oaji Direktur yang berstatus PNS dari Oaji Pokok sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang 

yang berautus PNS selain Direktur, dan Tunjangan Tetap Pegawai 
RSUD Pandan Arang yang be rs talus PNS ber sumber dari APBD.

(4) Gaji Direktur yang berstatus Non PNS, Gaji Direktur yang beratatua 
PNS selain dari Gaji Pokok sesuai kclenluan peraturan perundang* 

undangan, Gaji Pegawai Non PNS, Honorarium Dew an Pen ga was, 
Insentif, Bonus Alas Prestasi, pesangon serta asuransi kesehatan dan 
ketenagakerjaan bersumber dari jasa pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pa sal 25
(1) Penerapan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 

ay at (3), sccara bertahap dilaksanakan 3 bulan terhitung sejak 
diundangkannya Peraturan Bupali ini.

(2) Ketentuan pembuatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ay at (6) dan ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mulai diberlakukan secara bertahap 

dilaksanakan 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya 

Peraturan Bupati ini.

BAB VUI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1
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PasaJ 26

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupeti Boyolali 
Nomor 29 Tahun 2017 ten tang Si stem Remunerasi Pada Badan Layanan 
Umutn Daerafi Rumah Sakit Umum Daerah PancUm Arang Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 29) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pa sal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Boyolali.

pengundangan 
Berita Daerah

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2018

Pj SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLAU, 

Asisten Adrmniatrasi Umum

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2018

BUPATI BOYOLALJ^

SENO SAMODRO

I
Saci'.''«

P

SU(Slf,ANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR

Sal in an sesuai asiinya

KEPALA BAOIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES S' RTININOSIH
Pembina

NIP, 19671102 199403 2 009
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LAMP! RAN I]
PERATURAN BUPATl BOYOLAU 
NOMOR 2'i TAHUN 2018 
TENTANO
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANO 
KABUPATEN BOYOLAU

A. CONTOH PERNYATAAN PERJAN.JtAN KJNERJA RSUD PANDAN ARANG 
BOYOLALI

ROP SURAT

PBRJAIfJlAN KINBRJA TAHUll........

RSUD PANDAN ARANG BOYOLAU

Dalam rangka mewujudkan manajemcn pcmerintahan yang cfektif, tmnspaian, 
dan akuntabcl serta beroncntasi pada hasil, kami yang bcrtanda iangan di 
bawah ini;

Nama :

Jabatan : Direklur RSUD Pandan Arang Boyolali

Sclanjutnya discbut Pihak Pertama.

Nama

Jabatan : Sekrctaris Dae rah Kabupatcn Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya 

sesuai lampiran petjanjian ini, dalam ran^ca mcncapai target kinerja jangka 

mcnengah scpcrti yang lelah ditctapkan dalam dokumcn perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pcncapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperl ukan serta akan 

melakukan evaluasi tcrhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil 
tindakan yang diperlukan dalam rangka pembcrian penghai^aan atau sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali.....................
Pihak Pertama,

I



B. PORMUUR LAM PI RAN PERJANJIAN KINER.JA RSUD PANDAN ARANG 
BOYOLAU

PERJANJIAN fONERJA TAHUN.....

RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

No
Strata gU

iDdlkator klnerja 
Utama

Target PeaaaggBBg
Jawab

t 2 3 4 6

1

2 dst

No Program

1
2 dst

Total Anggaraa 

No PondajMtaa

1
2 dst

Total Aoggareo

Anggarao (Rp.)

Rp.

Anggann (Rp.)

Rp.

Ket Penangguog
Jawab

Ket Peaanggung
Jawab

Menyciujui. 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLAU

Boyolati.

DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG 

KABUPATEN BOYOALI

Namfl, 
Pangkat. 

NIP......

Nama. 
Pangkat 

NIP......

-2-
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C. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KJNERJA KEPALA BAG IAN / KEPALA 
BIDANG

KOP SURAT

PERJARJIAH KIKERJA TAHUH

[DIRBKWR DENGAN KEPAiA BAGIAN / KEPALA BIDANG)

Dalaxn rangka mewujudkan manajcmen pemcrintahan yang efektif, tranaparan 

dan akuntabel scrta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini:
Nama
Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama
Jabatan : Direktur RSUD Pan dan A rang

selaku atasan pihak pertama, aelanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beijanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lam pi ran perjanjian inir dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menert^h scpcrti yang tclah ditetapkan dalam dokumen pcrcncanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambiJ tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Boyolali.........

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang Kepala Bagian/Kepaia Bidang

-3-
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D. FORMUUR LAMPIRAN PER.IANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN / KEPALA 
BIDANCi

PERJAJIJIAH KINERJA TAHUH.....
(DIREKTVR DENGAf^i KEPMA BAGIAN/ KEPAIA BIDANG)

NO Prognun Suanui
Program

Indikator
Klnerja

Prpcram

Target

1 2 3 4 5 6

Profnun
1....................
2....................
Peadapatan
1....................
2....................

Rp............
Rp............
AnggBima
Rp............
Rp............

Direktur RSUD Pandan Arang

Boyolali....................

Kepala Bagian/Kepala Bidaxig

-4-
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B. CONTOH FERNY ATAAN PER.JANJIAN KINER.JA KEPALA SUB BAG IAN / 
KEPALA SEKSI

KOP SURAT

PERJANJIAN KIMBRJA TAHUlf

(KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG DEfiCAN 
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKS!)

Dalam rangka mewiyudkan manajemen pcmerintahan yang efcktif» transparan 

dan akimtabcl serta beroricntasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini:

Nama
Jabatan

selaiyutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan

aelaku atasan pihak pertama, selanjutnya diaebut pihak kedua

Pihak pertama beijanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran peijanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang tclah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija teracbul raenjadi 

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipcriukan serta akan melakukan 

evaluasi icrhadap capaian kinerja dan peijanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sankai.

Pihak Kedua

Buyolali.........

Pihak Pertama,

Kepoia Bagian/Kcpala Bidang Kcpala Sub Bagian/Kepala 
Sekai
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F. PORMULIR LAM PI RAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAG IAN / 
KEPALA SEKSi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....
{KEPALA BAG IAN / KEPALA BIDANG DENGAN 

KEPALA SUB BAOIAN / KEPAIA SEKSIJ

NO Program Regia tan Saaaran
Keglataa

ladikator
Kinerja

KegiAtaa

Target

1 a 3 4 5 4

Kegjatm
1....................
2....................
Pe&dftp4tan
1....................
2....................

Rp............
Rp...........
Angganm
Rp............
Rp...........

Boyolali,

KepaiA Bagian / Kepala Kepaia Sub Bagian/Kepola 
Seksi



O. CONTOH PERNYATAAN PER JAN Jl AN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
DAN NON PNS

KOP SURAT

PERJANJIAN KDfBRJA TAHUR

(KEPALA SUB BAGIAN / KEPAl-A SEKSI DENGAN PEGAWAl(JABATAH 
FVNQSIONAI UMUM DAN NON PNS))

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintuhan yang efektif» transparan 

dan akunlabel sena berorientasi pada hasU, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini:

Nama
Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama
Jabatan :

selaku alaaan pihak pertama, sclanjuinya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang acharuanya 

sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah sepetti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinetja terse but menjadi 
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BqyolaJi.........

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian / KepaJa Seksi

•7-
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H. FORMUUR LAMRRAN PER./ANJIAN K.INERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
DAN NON PNS

PERJAJIJlAif KDfERJA TAHUH.....
(KEPALA SUB BAOIAN / KBPMA 3EKSI DENGAN PEGAWAJ (JABATAN 

FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN
FU*NGSK>NAL UMUM}}

IfO Keglatan Sob
Kegiatan

Saaanin
Sob

KegiaUn

Indikator
Kioerja

Sub
Keaiatao

Target

1 2 3 4 6 6

Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi

Boyolali,.........

JFU dan Non PNS

-8-
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CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KJNERJA JABATAN NON STRUKTURAL

ROP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUH

DfRBKTVR DENGAN PEGAWAi (JABATAN NON STRUKTURAL)

Oalam rangka mcwujudkan man^jemen pemerintahan yang cfektif, transparan 

dan akunlabel scrta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan di 

bawah ini:

Name
Jabatan

sclanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan : Direklur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beijanji akan mewujudkan target kineija yang scharusnya 

acauai lam pi ran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

mcnengah seperti yang telah diteUipkan dalam dokumen pcrencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pcncapaian target kineija tersebut menjadi 

tan^ungjawab kami.

Pihak kedua akan metakukan supervisi yang dipcriukan scrta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kineija dari perjanjian ini dan mengambil lindakan 

yang diperlukan daJam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Boyoiali.........

Pihak Pertama,

Direktur RSLTD Pandan Arang Pejabat Non Struklural

-9-
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J. PORMUUR LAMPIRAN PERJANJIAN KJNERJA JABATAN NON STRUKTURAL

PBRJAJIJIAK mfERJA TAHUH.....
DIKEfCrUR DENCAN PEG AW AI (JA13ATAN NON STRUKTURAL)

IfO KegUtan 8ub
Keglatao

SaMran
Sub

Re gift tan

lodikator
Kinetja

Sub
Raaiatan

Target

1 a 3 4 5 6

Direktur RSUD Pandan Arang

Boyolah,..............

Pejabat Non Struktural

10-
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K. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNOSIONAL 
TERTENTU DAN NON PNS

KOP SURAT

PBRJAlfJLUf KUTERJA TAHUR

[DIREKTUR DENGAN PEGAWAJ (JABATAN FUNCSfONAL TERTENTU DAN NON 
PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU))

Dalam rangka mcwujudkan manajcmen pcmcrinlahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel scrUi beronentasi pada basil, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini:

Nama 

J aba tan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan : Direktur RSUD Panclan Arang

selaku ataaan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama bcijanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya 

sesuai lampiran pcrjanjian ini. dalam rangka mencapai target kineija jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pcncapaian target kinerja terscbut menjadi 
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supcrvisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan mcngambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Boyolali,.......

Pihak Pertama.

Direktur RSUD Pandan Arang

-11-
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L. FORMUUR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNG SIGNAL 
TERTENTU DAN NON PNS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....
{DiREKJVR DENGAN PEGAWAJ (JAliATAN FUNGSJOnAL TERTENTU DAN NON

PNS)}

NO Reglatan Sub Saaaraii
Sub

Kegiatan

lodikator
Ki&aija

Sub
Keffiatan

Target

1 2 3 4 5 6

Direktur RSUD Pandan Arang

Boyolali,.........

JFT dan Non PNS

BUPATI BOYOLAU

\
SENO SAMODRO

If
1

•

*2^ J
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR 2u TAHUN 2018 
TENTANCi
SISTEM REMUNERAS! PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PANDAN 
ARANG KABU PATEN BOYOLALl

KOP RSUD PANDAN ARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

%

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan tambahan penghasihin yang bcrdasarkan Daftar Rekapitulasi 

Kehadiran Pegawai BLUD RSUD I'andan Arang yang tcrdapat pada Daftar 

Pcncrimaan Inscnuf pada BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali
Bulan ........................ Tahun Anggaran ......................... tclah dibuat dengan

sc bcnar- ben amya.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai RSUD Pandan Arang dan 

daftar angka poin I (satu) di atas menjadi canggung Jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari tcrdapat kelebihan atas pembayaran tambahan 

penghasilan, kami bersedia menyeiorkan kelebihan tersebut ke kas BLUD.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya<

Boyolali........................................
Direktur RSUD Pandan Arang,

Pangkat
NIP.

BUPAT! BOYOLALI.

\s

ENO SAMODRO


